
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

ten tang 
Dal am 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Kabupaten 

Mengingat: 1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan 
Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri 
Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jepara; 

BUPATI JEPARA, 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJl DAN TUNJANOAN KETIGA 
BELAS KEPADA PEOAWAI NEGERl SIPIL KABUUPATEN JEPARA 

BUPATIJEPARA 
PROVINS[ JAWATENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 38 TAHUN 2020 

TENTANG 



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan 
Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri 
Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6545); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 
60); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 11); 



Gaji dan tunjangan ketiga belas cliberikan kepada : 
(1) PNS. 
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {1) termasuk: 

a. PNS yang diperbantukan pada Instansi 
Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten 
Jepara yang gajinya clibayarkan pada 
Pemerintah Kabupaten Jepara; 

b. PNS yang diberhentikan sementara karena 
diangkat menjadi komisioner atau anggota 
lembaga nonstruktural; 

c. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal 
dunia, tewas atau gugur; 

~nerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; 

BAB II 
PEMBERIAN 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2 Bupati adalah Bupati Jepara. 
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokurnen yang diterbitkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
(PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 
mencairkan dana yang bersumber dari Daftar 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

Pasal l 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN JEPARA. 

MEMUTUSKAN: 

. . 



(1) Gaji clan tunjangan ketiga belas bagi PNS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
sebesar penghasilan pada bulan Juli. 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 
jabatan atau tunjangan umum. 

(3) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana 
dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar 
penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan 
tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan 

Pasal 4 

BAB III 
BE SARAN 

Gaji dan tunjangan ketiga belas tidak diberikan kepada: 
a. Pejabat Negara; 
b. Ketua, wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 
c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan 

negara; dan 
d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah 

baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya 
dibayar oleh instansi tempat penugasannya. 

Pasal 3 

(3) PNS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) meliputi PNS dalamjabatan: 

a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara 
jabatan pimpinan tinggi; 

b. administrator atau dalam jabatan yang setara 
jabatan administrator; 

c. pengawas atau dalam jabatan yang setara 
jabatan pengawas; 

d. fungsional ahli utama atau dalam jabatan 
setara fungsional ahli utama; 

e. fungsional ahli maclya; 
f. fungsional ahli muda; 
g. fungsional ahli pertama; 
h. fungsional mahir; 
i. fungsional terampil; 
j. fungsional pemula; dan 
k. pelaksana. 

~-----------------------------~~ 



BAB IV 
PEMBAYARAN 

Pasal 8 

(1) Gaji dan tunjangan Ketiga Belas sebagaimana 
dima.ksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan 
Agustus tahun 2020. 

(2) Dalam hal pemberian gaji ketiga belas belum dapat 
____________ ____Jm'laksanakan._seh.agaimana dimakaud narla avar 111 

Terhadap gaji atau tunjangan ketiga belas dilakukan 
pembulatan sebagaimana mestinya. 

Pasal 7 

(l} Besaran Gaji dan Tunjangan ketiga belas sebagaimana 
dima.ksud dalam Pasal 2 ayat tida.k dikena.kan 
potongan iuran dan/ a tau potongan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang - undangan. 

(2) Oaji dan Tunjangan ketiga belas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan pajak penghasilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dan dit.anggung pemerintah. 

Pasal 6 

(1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal 
dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar 
penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan 
Juli. 

(2) Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang 
diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang 
diterima pada bulan Juli. 

Pasal 5 

(4) Gaji dan tunjangan Ketiga Belas bagi Calon PNS, 
paling banya.k sebesar 800/o (delapan puluh persen) 
dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan 
tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(5) Tuajangan jabatan sebagaimana dima.ksud pada ayat 
(2) terdiri atas: 
a. tunjangan jabatan struktural; 
b. tunjanganjabatan fungsional; dan/atau 
c. tunjangan yang dipersama.kan dengan tunjangan 

jabatan. 



SERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR .. 38 .... 

EDY SUJATMlKO 
' 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
padatanggal 10 Agustus 2020 

Ditetapkan di Jepara 
padatanggal 10 Agustus 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Dana pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasal 9 

.. 


